STANDAR PELAYANAN
A. STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN

a. Service Delivery

	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Persyaratan pelayanan
	Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan dengan melampirkan

1. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahaan

2. Fotocopy KTP untuk Perseorangan atau Pribadi

3. Surat Keterangan Uji Laboratorium

	
	
	a. Daging

b. Ayam/Unggas

c. Sapi

d. Babi
	 : Uji Cemaran Mikroba

 : Uji PCR AI

 : Pemeriksan klinis dan Berita  

   acara penimbangan

 : Pemeriksan klinis dan Surat 

   Pernyataan Vaksinasi Hog Cholera

	2.
	 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 


Keterangan :

1. Penyampaian berkas permohonan

     a. Permohonan tidak lengkap dikembalikan

2. Permohonan lengkap diteruskan ke Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Atas dasar kelengkapan permohonan dan hasil pemeriksaan lapangan dibuatkan SKKH/SKKPAH

3. Penandatanganan SKKH/SKKPAH

4. SKKH/SKKPAH yang sudah ditanda tangan.

5. Penyerahan SKKH/SKKPAH kepada Pemohon.



	3.
	Jangka Waktu Penyelesaian 
	  90 Menit.

	4.
	 Biaya /tariff
	  Tidak dipungut biaya

	5.
	 Produk layanan
	1. Surat Keterangan Kesehatan Asal Hewan

2. Surat Keterangan Kesehatan Hewan

3. Surat Keterangan Kesehatan Pangan Asal Hewan

	6.
	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan 
	1. Melalui telepon Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan ke nomor (0361) 810937

2. Melalui Surat dikirim ke Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Jalan Gatot Subroto II No. 1

3. Melalui Kepala Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan No Tlp. Drh  Gde Eka Parta Ariana,S.Kh.M.Si No Telp /WA : 0812 3921 392.
 


b. Manufacturing
	NO.
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Dasar Hukum
	1. UU. No 16 Tahun 1992, tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; 

2. Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2003 tentang Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali; 
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

4. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. 



	2.
	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
	1. Kertas folio 
2. Komputer 

3. Printer 

4. Almari Arsip 

5. Meja dan kursi kerja 

6. Ruang kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 

	3.
	Kompetensi Pelaksana
	S-1 Profesi Dokter Hewan : 3 Orang 
SMU/SMK                        : 1 orang 

	4.
	Pengawasan internal
	1. Dilakukan oleh Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan 
2. Dilakukan oleh Kepala Dinas 

3. Dilaksanakan secara kontinyu 

4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi 

	5.
	Jumlah pelaksana
	Jumlah personil yang mengelola pengembangan sumber daya manusia adalam 3 orang 

	6.
	Jaminan pelayanan
	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, tepat dan santun 

	7.
	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan


	a. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), Surat Keterangan Kesehatan Pangan Asal Hewan (PAH) dan Produk Hewan Non Pangan dibubuhi tanda tangan tangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya.
b. Pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percalonan dan suap 

	8.
	Evaluasi kinerja Pelaksana


	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standard pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.  


B. PELAYANAN PEYULUHAN PERTANIAN
a. Service Delivery 
	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Persyaratan pelayanan
	1. Surat permohonan penyuluhan dari pelaku utama/pelaku usaha pertanian dalam bidang pertanian tanaman pangan hortikultura, bidang perkebunan, bidang peternakan dan kesehatan hewan yang tergabung dalam kelompok tani/subak

	2.
	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 





Keterangan :

1. Pelaku utama/ pelaku  usaha melapor pada bagian penerima tamu/FO,  untuk diberikan pelayanan penyuluhan dalam bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura / bidang perkebunan/ bidang peternakan dan kesehatan hewan;

2. Peneriman tamu meneruskan / menghadapkan ke Kepala Bidang Penyuluhan;

3. Kepala Bidang Penyuluhan meneruskan kepada pejabat fungsional  bidang keahlian pertanian tanaman pangan dan hortikultura/ perkebunan / peternakan  dan kesehatan hewan sesuai materi penyuluhan yang diminta pelaku utama/ pelaku usaha.

4. Pejabat fungsional memberikan pelayanan penyuluhan kepada pelaku utama/  pelaku usaha

Pelayanan penyuluhan meliputi :  Budidaya dan pascapanen tanaman padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, hortikultura sayuran, hortikultura buah buahan, kopi, kakao, kelapa, cengkeh, lada, teknis pemeliharaan ternak sapi, kambing, babi, ayam buras, itik, entok, kelinci dan manajemen administrasi kelembagaan tani

	   3.
	Jangka Waktu Penyelesaian 
	 30 menit

	4.
	 Biaya /tariff
	Tidak dipungut biaya 

	5.
	 Produk Pelayanan
	 Teori dan Praktek

	6.
	 Penanganan,  Pengaduan, Saran dan Masukan 
	1. Melalui telepon Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan ke nomor (0361) 810937

2. Melalui Surat dikirim ke Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Jalan Gatot Subroto II No. 1

3. Melalui Kepala Bidang Penyuluhan No Tlp. Sari Dewi Indrawati,SE No Telp/WA 0813 3848 5310


a. Manufacturing
	NO.
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Dasar Hukum
	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

4. Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik

5. Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik



	2.
	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
	1. Ruang tamu ber-AC, meja,kursi tamu

2. Buku tamu

3. Komputer dan printer

4. Pesawat telepon

	3.
	Kompetensi Pelaksana
	1. SDM memiliki pengetahuan teknis pertanian dan hortikultura/ perkebunan/ peternakan
2. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait penyelenggaraan pelayanan publik

3. SDM memiliki perilaku santun dan ramah untuk memberikan konsultasi

	4.
	Pengawasan internal
	1. Supervisi atasan langsung

2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat

	5.
	Jumlah pelaksana
	Jumlah personil yang menangani pelayanan penyuluhan, meliputi bidang keahlian pertanian tanaman pangan dan hortikultura, bidang keahlian perkebunan dan bidang keahlian peternakan. 

	6.
	Jaminan pelayanan
	Layanan konsultasi diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan

1. Konsultasi diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan oleh atasan dan memiliki kompetensi dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura/perkebunan/peternakan
2. Materi yang dipersiapkan sesuai permasalahan yang dikonsultasikan

	7.
	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan


	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan karena telah sesuai dengan peraturan terkait 

2. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan oleh atasan langsung

	8.
	Evaluasi kinerja Pelaksana


	Evaluasi dilaksanakan 1 kali dalam setahun sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan 


C. PERMOHONAN BANTUAN BENIH/BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN 

     a. Service Delivery 

	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Persyaratan pelayanan
	· Proposal Permohonan bantuan benih/bibit tanaman perkebunan oleh petani/subak abian/ kelompok tani 

· Verifikasi proposal permohonan bantuan bibit/benih tanaman perkebunan 

· Persetujuan pemberian bantuan bibit/ benih tanaman perkebunan 

· Pendistribusian bantuan bibit/benih tanaman perkebunan 

	2.
	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 








Keterangan :

1. Pengajuan permohonan minimal 1 tahun sebelumnnya dan telah tercatat di simluhtan 

2. Verifikasi permohonan kurang lebih 1 sampai 2 hari 

3. Persetujuan/Penolakan bantuan bibit/benih tergantung kelengkapan permohonan dan terkait dengan tersedianya volume pembibitan/ perbenihan (apabila ada kegiatan pembibitan/pembenihan) 

4. Penyerahan bantuan bibit/benih kepada pemohon sehari setelah bibit/benih siap salur

	3.
	 Jangka Waktu Pelayanan 
	 30 menit

	4.
	 Biaya /tariff
	Tidak dipungut biaya 

	5.
	 Produk Pelayanan
	 Peneydiaan benih/bibit tanaman perkebunan 

	6.
	 Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan 
	1. Melalui telepon Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan ke nomor (0361) 810937

2. Melalui Surat dikirim ke Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Jalan Gatot Subroto II No.1 

3. Melalui Kepala Bidang Penyuluhan No Tlp. I Gde Wayan Suaba, S.Sos No Telp/WA 0813 3875 6609


b. Manufacturing
	NO.
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Dasar Hukum
	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan. 
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah. 
9. Peraturan Bupati Kab. Tabanan No. 8 Tahun 2017 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial.   



	2.
	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
	1. Ruang tamu ber-AC, meja,kursi tamu
2. Buku tamu
3. Komputer dan printer
4. Pesawat telepon

	3.
	Kompetensi Pelaksana
	1. SDM memiliki pengetahuan terkait SOP pelayanan publik, perbenihan dan pemberian bantuan 

2. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait penyelenggaraan pelayanan publik, perbenihan dan pemberian bantuan 

3. SDM memiliki perilaku santun dan ramah untuk memberikan konsultasi

	4.
	Pengawasan internal
	1. Supervisi atasan langsung
2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat

	5.
	Jumlah pelaksana
	Jumlah personil yang menangani rekomendasi sebanyak3 (tiga) orang

	6.
	Jaminan pelayanan
	1. Layanan konsultasi diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan
2. Konsultasi diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan oleh atasan dan memiliki kompetensi
3. Materi yang dipersiapkan sesuai permasalahan yang dikonsultasikan

	7.
	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan


	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan karena telah sesuai dengan peraturan terkait 
2. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan oleh atasan langsung

	8.
	Evaluasi kinerja Pelaksana


	Evaluasi dilaksanakan 1 kali dalam setahun sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan 


D.  AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi) 

a. Service Delivery 
	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1
	Persyaratan pelayanan
	Permohonan yang disampaikan oleh kelompok tani/subak berupa :

1. Petani yang memiliki lahan sawah dan melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 Ha

2. Petani yang mendaftar harus memiliki nomor Induk Kependudukan (NIK)

3. Petani/Kelompok tani mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disedikan dan di serahkan ke koordinator penyuluh kecamatan

4. Koordinator penyuluh kecamatan membuat rekapitulasi peserta asuransi (form AUTP 2) berikut kelengkapannya form AUTP 1 dan disampaikan kedinas pertanian Kabupaten Tabanan untuk menjadi dasar keputusan penetapan peserta definitif (form 3)

5. Dinas Pertanian Kabupaten membuat daftar peserta definitif (DPD) AUTP dengan memeriksa bukti pembayaran Premi 20% dan Nomor polis pada aplikasi SIAP

6. Dinas Pertanian Kabupaten menyampaikan penetapan DPD dan form AUTP 3 ke Dinas Pertanian Provinsi

7. Premi Swadaya dibayarkan ke rekening Asuransi Pelaksanaan (Penanggung) dan menyerahkan bukti pembayaran kepada asuransi pelaksana

8. Asuransi pelaksana memberikan bukti asli polis asuransi kepada kelompok tani/subak melalui dinas Pertanian Kabupaten Tabanan dan dari dinas Pertanian Kabupaten lanjut menyerahkan polis kepada kelompok tani/subak

	2
	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 
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Keterangan :
1. Sosialisasi dan Pendampingan
2. Sosoalisasi dan Pendampingan
3. Sosialisasi dan Pendaftaran ( Form 1 )
4. Penyampaian data pendaftaran
5. Verifikasi Kelayakan data peserta
6. Premi Swadaya
7. Polis Asuransi
8. Daftar Peserta Form 2
9. Penyampaian Polis Asuransi
10. Penetapan Daftar Peserta Definitif (DPD) (Form 3)

	3
	 Jangka Waktu Penyelesaian 
	 90 Menit

	4
	 Biaya /tariff
	Tidak dipungut biaya

	5
	 Produk Pelayanan
	 Berupa Premi Asuransi

	6
	 Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan 
	1. Melalui telepon Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan ke nomor (0361) 810937

2. Melalui Surat dikirim ke Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Jalan Gatot Subroto II No. 1

3. Melalui Kepala Bidang Prasarana dan Sarana No Tlp. Drh.Ni Nyoman Riawati No Telp/WA 0813 3768 4477


	b. Manufacturing
	
	

	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Dasar Hukum
	1.
	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

	
	
	2.
	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

	
	
	3.
	Peraturan Menteri pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang fasilitas Asuransi Pertanian

	
	
	4. 
	Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik

	
	
	5. 
	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10)

	2.
	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
	1.
	Ruangan ber-Ac, Meja, Kursi 

	
	
	2.
	Komputer dan Printer

	3.
	Kompetensi Pelaksana
	1.
	SDM memiliki pengetahuan terkait penyusunan SOP

	
	
	2.
	SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait penyelenggaraan pelayanan public

	
	
	3.
	SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait pembentukan perangkat daerah

	
	
	4.
	SDM memiliki sikap Ramah Tamah dan Sabar terkait pelayanan konsultasi

	4.
	Pengawasan Internal
	1.
	Supervisi Atasan Langsung

	
	
	2.
	Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Insfektorat dan BPKP

	5.
	Jumlah Pelaksana
	Personil yang menangani rekomendasi kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi sebanyak 6 orang termasuk dari petugas kecamatan

	6.
	Jaminan Pelayanan
	Layanan konsultasi diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan

	
	
	1.
	Konsultasi diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan oleh atasan dan memiliki kompetensi

	
	
	2.
	materi yang dipersiapkan sesuai permasalahan yang dikonsultasikan

	7.
	Jaminan keamanan da keselamatan pelayanan
	1.
	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan karena telah sesuai dengan peraturan terkait

	
	
	2.
	Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan oleh atasan langsung

	8.
	Evaluasi kinerja Pelaksana
	Evaluasi dilaksanakan 1 kali dalam setahun sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan



[image: image1.emf]E.  PUPUK BERSUBSIDI       a. Service Delivery   

NO KOMPONEN  URAIAN  

1 Persyaratan pelayanan  Permohonan yang disampaikan oleh kelompok  tani/subak berupa usulan RDKK (Rencana  Definitif Kebutuhan Kelompok ) yang dibuat  dalam rangkap 3 (RDKK Manual) yang  dilengkapi dengan :   1.   Nama Anggota Sesuai dengan KTP   2.   Luas Lahan yang diusahakan max : 2  Ha/orang   3.   Jenis Komuditas yang diusahakan  (Tanaman Pangan : Padi, Jagung, Kedelai  ; Hortikultura : Sayur - sayuran ;  Perkebunan : Kopi, Kakao, Kelapa dll) ;  Peternakan :  Hijauan Makanan Ternak   4.   Jumlah dan jenis pupuk yang  direkomendasikan oleh PPL   5.   Tanda Tangan  Ketua Kelompok  tani/Pekaseh, Prebekel/Kepala Desa dan  PPL   6.   Diverifikasi oleh petugas kecamatan (  Koordinator BP3K Kecamatan )  

2 Sistem, Mekanisme dan  Prosedur   Pengaju an RDKK       1   2   3                                                                                                         5             Keterangan   :   1.   Kelompok  tani menyerahkan R DKK yang telah lengkap untuk di   Verifikasi oleh petugas Verifikasi Kecamatan minimal 1 bulan  sebelum pupuk di manfaatkan oleh petani.   2.   RDKK yang telah diverifikasi disetorkan kepada pengecer resmi  sesuai wilayah kerjanya   3.   Pengecer merekap  usulan RDKK dan selanjutnya diusulkan ke  distributor   4.   Distributor merekap usu lan dan dilanjutkan ke produsen   5.   Produsen menyalurkan pupuk sesuai dengan data tebusan  distributor   6.   Distributor menyalurkan pupuk sesuai dengan data tebusan  pengecer  

3   Jangka waktu   penyelesaian     90 Menit  

4   Biaya /tariff  Tidak dipungut biaya  

5   Produk   pe layanan    Pupuk Bersubsidi  

6   P enanganan,  Pengaduan, Saran,  dan Masukan   1.   Melalui telepon Dinas Pertanian Kabupaten  Tabanan ke nomor (0361) 810937   2.   Melalui Surat dikirim ke Dinas  Pertanian  Kabupaten Tabanan Jalan Gatot Subroto II  No. 1   3.   Melalui Kepala Bidang Prasarana dan  Sarana No Tlp.  Drh.Ni Nyoman Riawati No  Telp/WA 0813 3768 4477  

 

Kelompok  Tani   Petugas  Verifikasi  Kecamatan   Pengecer  Resmi   Distributor  

Produsen  

4  


	b. Manufacturing
	
	

	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Dasar Hukum
	1.
	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

	
	
	2.
	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

	
	
	3.
	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

	
	
	4. 
	Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik

	
	
	5. 
	Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/Kpts/RC.210/B/02/2019 tentang pedoman pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019

	2.
	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
	1.
	Ruangan ber-Ac, Meja, Kursi 

	
	
	2.
	Komputer dan Printer

	3.
	Kompetensi Pelaksana
	1.
	SDM memiliki pengetahuan terkait penyusunan SOP

	
	
	2.
	SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait penyelenggaraan pelayanan publik

	
	
	3.
	SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait pembentukan perangkat daerah

	
	
	4.
	SDM memiliki sikap Ramah Tamah dan Sabar terkait pelayanan konsultasi

	4.
	Pengawasan Internal
	1.
	Supervisi Atasan Langsung

	
	
	2.
	Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Insfektorat dan BPKP

	5.
	Jumlah Pelaksana
	Personil yang menangani rekomendasi adalah semua PPL di Tingkat Kecamatan

	6.
	Jaminan Pelayanan
	Layanan konsultasi diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan

	
	
	1.
	Konsultasi diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan oleh atasan dan memiliki kompetensi

	
	
	2.
	materi yang dipersiapkan sesuai permasalahan yang dikonsultasikan

	7.
	Jaminan keamanan da keselamatan pelayanan
	1.
	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan karena telah sesuai dengan peraturan terkait

	
	
	2.
	Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan oleh atasan langsung

	8.
	Evaluasi kinerja Pelaksana
	Evaluasi dilaksanakan 1 kali dalam setahun sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan


F. Permohonan Bantuan Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura


a. Service Delivery 
	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	1.
	Persyaratan pelayanan
	 Gapoktan/Kelompok Tani, Subak/Subak Abian yang telah terdaftar di SIMLUH 

	2.
	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 
Proposal

↓

Identifikasi CPCL

↓

Verifikasi

↓

SK Penetapan CPCL

↓

Monitoring dan Evaluasi (MONEV)

↓

Pelaporan

Keterangan :

1. SK Penetapan CPCL ditetapkan dengan SK Bupati



	3.
	 Jangka Waktu Penyelesaian 
	  Kegiatan dalam 1 tahun

	4.
	 Biaya /tariff
	  Tidak dipungut biaya 

	5.
	 Produk Pelayanan
	 Tanaman Pangan dan Hortikultura

	6.
	 Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan 
	1.  Melalui telepon Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan ke nomor (0361) 810937

2. Melalui Surat dikirim ke Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Jalan Gatot Subroto II No.

3. Melalui Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura No Tlp. I Nyoman Suadiaya,S.T No Telp/WA 0878 6051 6468



b. Manufacturing

	NO.
	KOMPONEN
	URAIAN



	1. 
	Dasar Hukum 
	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

5. Permen RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah 

6. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota

8. Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik

	2. 
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
	1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu

2. Buku Tamu

3. Komputer dan Printer

4. Pesawat Telepon

	3. 
	Kompetensi Pelaksanan
	1. SDM memiliki pengetahuan terkait penyusunan SOP

2. SDM memiliki pengetahuan tentang terkait penyelenggaraan pelayanan publik

3. SDM memiliki perilaku santun dan ramah untuk memberikan konsultasi

	4. 
	Pengawasan Internal
	1. Supervisi atasan langsung

2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat

	5. 
	Jumlah Pelaksanan
	Jumlah personil yang menangani rekomendasi sebanyak 3 (tiga) orang

	6. 
	Jaminan Pelayanan
	1. Layanan konsultasi diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan

2. Konsultasi diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan oleh atasan dan memiliki kompetentsi

3. Materi yang dipersiapkan sesuai permasalahan yang dikonsultasikan


	7. 
	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
	1.  Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan karena telah sesuai dengan peraturan terkait
2. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan oleh atasan langsung



	8. 
	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	Evaluasi dilaksanakan 1 kali dalam setahun sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan


KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TABANAN

Ir. I NYOMAN BUDANA, MM

           PEMBINA UTAMA MUDA 

 NIP. 19651026 199303 1 003
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E. PUPUK BERSUBSIDI

   a. Service Delivery 

		[bookmark: page19]NO

		KOMPONEN

		URAIAN



		1

		Persyaratan pelayanan

		Permohonan yang disampaikan oleh kelompok tani/subak berupa usulan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok ) yang dibuat dalam rangkap 3 (RDKK Manual) yang dilengkapi dengan :

1. Nama Anggota Sesuai dengan KTP

2. Luas Lahan yang diusahakan max : 2 Ha/orang

3. Jenis Komuditas yang diusahakan (Tanaman Pangan : Padi, Jagung, Kedelai ; Hortikultura : Sayur-sayuran ; Perkebunan : Kopi, Kakao, Kelapa dll) ; Peternakan : Hijauan Makanan Ternak

4. Jumlah dan jenis pupuk yang direkomendasikan oleh PPL

5. Tanda Tangan Ketua Kelompok tani/Pekaseh, Prebekel/Kepala Desa dan PPL

6. Diverifikasi oleh petugas kecamatan ( Koordinator BP3K Kecamatan )



		2

		Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pengajuan RDKK

 (
Distributor
) (
Pengecer Resmi
) (
Kelompok Tani
) (
Petugas Verifikasi Kecamatan
)

	1	2	3





                                                                                                 5	 (
4
)

 (
Produsen
)

	



Keterangan :

1. Kelompok tani menyerahkan RDKK yang telah lengkap untuk di  Verifikasi oleh petugas Verifikasi Kecamatan minimal 1 bulan sebelum pupuk di manfaatkan oleh petani.

2. RDKK yang telah diverifikasi disetorkan kepada pengecer resmi sesuai wilayah kerjanya

3. Pengecer merekap usulan RDKK dan selanjutnya diusulkan ke distributor

4. Distributor merekap usulan dan dilanjutkan ke produsen

5. Produsen menyalurkan pupuk sesuai dengan data tebusan distributor

6. Distributor menyalurkan pupuk sesuai dengan data tebusan pengecer



		3

		 Jangka waktu penyelesaian 

		 90 Menit



		4

		 Biaya /tariff

		Tidak dipungut biaya



		5

		 Produk pelayanan

		 Pupuk Bersubsidi



		6

		 Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan 

		1. Melalui telepon Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan ke nomor (0361) 810937

2. Melalui Surat dikirim ke Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan Jalan Gatot Subroto II No. 1

3. Melalui Kepala Bidang Prasarana dan Sarana No Tlp. Drh.Ni Nyoman Riawati No Telp/WA 0813 3768 4477








